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Menimbang : a.

BI'PATI ITATUNA,

bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
khususnya melalui upaya kesehatan promotif dan preventif
yang dilalnrkan oleh Puskesmas dan Jaringannya
Pemerintah telah menetapkan Dana Alokasi Ktrusus Non
Fisik berupa Bantuan Operasional Kesehatan;

bahwa agar pelaksanaan Program sebagaimana yang di
maksud pada huruf a dapat berjalan efektif, efisien dan
tepat sasaran, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan
Bantuan Operasional Kesehatan Dana Alokasi Khusus
Non Fisik;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hunrf a dan hurrf b, pedu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksana,an Bantuan
Operasional Kesehatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
Tahun Anggaran 2016.

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,
Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Repoblik Indonesia Tahun L999 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 39021'
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO8 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53; Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabutrraten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan HiliE
Kabupaten Siak, kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor LO7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a88O);

Mengingat : 1.

b.



2.

3.

4.

5.

6.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO2 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2AA2 Nomor 111,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
a2371;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4, tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OO4 Nornor 126, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nornor aa38 );
Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2AO4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aa3o );
Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2OO9 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2OA9 Nomor 144, Tarrbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20 1 1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun z0lt
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 523\;
Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2Al4 Nomor 244, Taxrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nornor 23 tahun 2OL4 Tentang
Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2015 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2Ol5 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57671;

9. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang
Rincian APBN Tahun Anggaran 2OL6;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
Tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2OL6 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
77 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2O15 Tentang
Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016;

7.

8.



r Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1508);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
82 Tahun 2OLS Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan
Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan, Serta Sarana
dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras Kesehatan
Tahun Anggaran 2O16;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
2?|PMK.AT l2OL6 Tentang penyaluran Dana bantuan
Operasional Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional
Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2016;

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
48/PMK.O7 I2OLO Tentang Pengelolaan Transfer Ke
Daerah dan Dana desa;

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2O11
tentang Susunan Orgianisasi dan Thta Kerja (SOTKI Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nattrna Tahun 2OlL
Nomor 9);

Peraturan Bupati Natuna Nomor 46 Tahun 2OL2 Tentang
Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian T\rgas Dinas Daerah
I(abupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna
Tahun 2OL2 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Pedoman Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan Dana
Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2AL6.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaran urusan
pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perurakilan Rakyat Daerah menurut a?a ekonomi dan
Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasrrya dalam sistem dan prinsrp Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

3- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah.

4. Bupati adalah Bupati Natuna.

5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Nafuna.

11.

L2.

13.

L4.

15.

16.



7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

L4.

15.

16.

L7.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya
disebut BOK adalah Dana Bantuan Operasional
Kesehatan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara disalurkan melalui Kementerian
Kesehatan diterima oleh I(abupaten Natuna dan
didistribusikan kepada setiap Puskesmas yang ada di
wilayah Kabupaten Natuna.

Jaminan Kesehatan Nasional yang sela4jutnya disebut
JKN adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar
peserta mernperolah manfaat pemeliharaan kesehatan dan
perlindungan dalam memenrrhi kebutuhan dasar
kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah
membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

Badan Penyelenggara Jaurinan Sosial Kesehatan yang
selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah Badan
hukum yang dibentuk untuk menyelen program
jaminan kesehatan.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut
Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis yang
melaksanakan tugas telsnis operasional dibawah wilayah
kerjanya.

Puskesmas Pembantu selanjutnya disebut Pustu adalah
unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi
menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-
kegiatan yang dilalrukan Puskesmas dalam ruang lingkup
wilayah yang lebih kecil.

Pos Kesehatan Desa selanjutnya disebut Poskesdes
adalah Sarana pelayanan kesehatan dasar yang
bersumber daya masyarakat dibantu oleh tenaga
kesehatan terutama bidan yang berperan membantu
tugas Puskesmas.

Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA adalah
pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan
sebagian tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan.

Kepala Puskesmas adalah Pirnpinan Puskesmas yang
bertanggung jawab di bidang Kesehatan wilayah kerja
Kecamatan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya
disebut PPTK adalah pejabat pelaksana teknis kegiatan
yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
Bantuan Operasional Kesehatan.

Staf PPTK adalah Anggota dari PPTK yang merupakan
pengelola keuangan dan pengelola administrasi Taporarr
pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan.

Kapitasi adalah Besaran pembayaran perbulan yang
dibayar dimuka oleh Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat
pertama berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar
tanpa rnernperhitungfuan jenis dan jumlah pelayanan
kesehatan yang diberikan.
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18. Tim Teknis adalah tim yang terdiri dari beberapa orang
yarg di bentuk untuk memudahkan Kuasa Pengguna
Anggaran dalam melaksanakan kegiatan Bantuan
Operasional Kesehatan.

19. Penanggung Jawab Bantuan Operasional Kesehatan
adalah Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna
Anggaran.

20. Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan adalah
bendahara pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten
Natuna.

Verifikasi laporan pertanggung jawaban keuangan
Bantuan Operasional Kesehatan adalah Pejabat
Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan.

Perencanaan dan pelaporan Bantuan Operasional
Kesehatan adalah Sub bagian pen5nrsunan program
Dinas Kesehatan.

Pembinaan program dan kegiatan adalah seksi yang
terkait langsung dengran program dan kegiatan Bantuan
0perasional Kesehatan.

2L.

22.

23.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud diselenggarakannya program Banhran Operasional
Kesehatan dari Dana Alokasi l(husus Non Fisik yang
merupakan bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah adalah untuk mendukung operasional puskesmas
dalam rangka pencapaian program kesehatan prioritas
nasional dengan rnening|<atkan akses dan mutu pelayanan
kesehatan untuk upalra kesehatan promotif dan preventif di
wilayah kerja hrskesmas dan Dinas Kesehatan.

Pasal 3

Tujuan diselenggarakannya program Bantuan Operasional
Kesehatan adalah:
a. Menyelenggarakan upaya kesehatan promotif dan

preventif di wilayah kerja Puskesmas;
b. Menyelen fungsi manajernen Puskesmas untuk

mendukung kinerja;
c. Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya

masyarakat;
d. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral dalam

mendukung prograrn kesehatan.

Pasal 4

Sasaran program Bantuan Operasional Kesehatan adalah
Puskesmas serta jaringannya dan Dinas Kesehatan.



Pasal 5

Ruang lingkup program Bantuan Operasional Kesehatan
adalah;
a. Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif;
b. Dukungan Man4jernen di Puskesmas;
c. Dukungan Manajemen Dinas Kesehatan.

BAB III

KEBIJAKAN BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 6

BOK merupakan dana bantuan untuk pelaksanaan
program keseha.tan nasional di daerah dan bukan
rnerupakan dana utama untuk pelaksanaan program
kesehatan di daerah;

Dana BOK diarahkan untuk meningfuatkan kinerja
puskesmas melalui upaya kesehatan promotif dan preventif
dalam mendukung pelayanan kesehatan diluar gedung
dengan didukung rnanajemen Puskesrnas yang baik;

Pernanf;aatan dana BOK utamarqra untuk mendukung
biaya operasional bagi petugas kesehatan dan kader dalam
menjangkau masyarakat di wilayah kerja Puskesmas,
sehingga terbentuk masyarakat berperilaku hidup bersih
dan sehat agar terwujud keluarga dan masyarakat yang
sehat;

Pemanfaatan dana BOK bersinergi dengan sumber dana
lain meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Kapitasi JKN, Dana Desa, dan lainnya dengan
menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan
alilntabilitas dan transparansi.

BAB IV

PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN
DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEI{A"AN

Pasal 7

Dasar perhitungan alokasi per puskesmas dengan
memperhatikan beberapa hal terkait beban kerja antara lain
luas wilqyah kerja Puskesmas; jumlah penduduk yang
menjadi tanggung jawab Puskesmas; jumlah Upaya Kesehatan
Berbasis Masyarakat; jumlah sekolah; dana kapitasi JKN yang
diterima; jumlah tenaga pelaksana Upaya Kesehatan
Masyarakat.

Pasal 8

Penggunaan dana BOK rneliputi :

a. Penggunaan BOK untuk Upaya Kesehatan Masyarakat
Esensial dan pengembangan minimal 60% dari alokasi

a.

b.

c.

d.
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b.

BOK yang diterima Rrskesmas. Pemanfaatan BOK
selanjutnya untuk dukungan manajemen, termasuk
penyediaan bahan habis pakai, honor pengelola BOK
(PPTK dan Staf PPTK);

BOK dapat dimanfaatkan untuk dukungan manajemen
pengelola BOK di Dinas Kesehatan dengan besaran
maksimal 60/o dari alokasi BOK yang diterima.
Pemanfaatan BOK untuk dukungan manqjemen
digunakan untuk biaya perjalanan dinas kegiatan
konsultasi, penyelenggaraan rapat-rapat, pertemuan, alat
tulis kaRtor, pcngga:adaan scrta hortorarirrm
BOK Dinas Kesehatan (PPTK dan staf PPTK) dan
honorarium pelaksana kegiatan;

Penggunaan BOK untuk operasional upaya kesehatan
dan kegiatan manajemen meliputi :

1) tsiaya perjalarrarr dinas bap petugas kesehatarr
Puskesmas dan jaringannya termasuk untuk
kader/lintas sektoral/tenaga penugasan kesehatan,
baik dalam maupun luar wilayah;

2l Pembelian barang habis pakai untuk mendukung
pelayarranr prorrrotif dan preverrtif anrtara tain
penggandaan media penyuluhan, reagen, rapid test;

3) PerryeJe.nggaraan rapat-rapat, pertemuan konsinyasi;

4l Pembelian alat tulis kantor, penggandaan;

5) l{olacr-erir,rl:o ustr.lk pengelctra BOK, serta Tim Tel<ris.

Dalam rangka meningkatkan upaya promosi kesehatan,
dana BOK dapat digunakan untuk membayar 1 {satu}
orang per puskesmas tenaga kontrak Promosi Kesehatan
yang kontraknya ditetapkan melalui Keputusan Kepala
Dinas Kesehatag.

BAB V
TATA LAKSANA DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DANA

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 9

Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Kesehatan Tahun
Angaran 2A16 mengacu pada Perraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia No. 82 Tahun 2015 Tentang Petunjuk
Teknis Penggunaan Dana alokasi Khusus Bidang Kesehatan,
Serta Sarana dan Prasarana Penunjang Subbidang Sarpras
Kesehatan Tahun Anggaran 2AL6.

c.

d.

PARAFfiOORD



Pasal 1O

Prosedur Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Tahun Anggaran 2A16 meRgacu pada sistem dern prosedur
pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Natuna.

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN PEMANFAATAN

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

Pasal 11

Rincian kegiatan pemanfaatan Bantuan Operasional
Kesehatarr d'arr format pelaporarr te-rcarrtrrm daram l;arrrpirarr
Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap olzurg rnenge-tahuinya, rnernerintahlean
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempa.tannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Diundangkan di Natuna
pada t"t gg"l 7 o*ober 2016

SEI{RETARIAT DAERAII
KABUPATEIT ISATI'ITA,

SYAUSTIRIZO.It

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNATAHUN 2AL6 NOMOR 17
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RIIICIAIIKEGIATANPEuAIITAATAIYDANPRostDt,RPENGEI0LIIAN
DANAPRoGRAMBANTUANoPERASIoI{ALI(ESEIIATAI{(BoK}

TAIIUil ANGGARAN 2016

I. RINCIAN KEGIATAN PEMANFAATAN BOK UNTUK PROMOTIF DAN

PREVENTIF
A. UPAYA KESEHATAN IBU

1.. PelaYanan Antenat'al I ANC

a. Pendataan sasaran (TERPADU)

Ib.PelayananAntenatatlPemeriksaarrKehamilart
c. Pemberian PMT ibu hamil KEK

d. Pelaksanaan Program Perencanaan Pencegahan Persalinan dan

KomPlikasi (PaK)

e- Pemantauan ibu hamil resiko tinggt

t Pelaksanaan Kelas Ibu
g. Kemitraan bidan dan dukun
h.KunjunganrumahPUSyangtidakber-KBataudropout
i.Pelacakankasuskematianibutermasukotopsiverbal
j. Pembinaan pelayanan kesehatan ibu

2. PelaYanan Ibu Nifas

a. PelaYanan nifas termasuk KB

b. Pemantauan kesehatan ibu nifas

B. UPAYA KESEHATAN NEONATUS DAN BAYI

1. PelaYanan Kesehatan Neonatus

a- Pemeriksaan neonatus
b.Pemantauankesehatanneonatustermasukneonatusrisiko

tinggt
c. Pelacakan kemattan neonataJ

d. Kunjungan rumah tindak
Kongenital (SHK)

2. Pelayanan Kesehatan BaYt

a. Pemantauan Kesehatan bayr (pengulnrran pertumbuhan,

wmantauanperkembangan,pemberianvitarninA,imunisasi
dasar leng!<ap)

b. Kunjungan rumah / PendamPingan
c. Pemantauan baYr risiko tinggt

d. Pemeriksaan neonatus

C.UPAYAKESEHATANANAKBALITADANPRASEKoI"AH
1. pemantauan kesehatan anak balita dan pra sekolah termasuk

yang resiko tingg

termasuk otoPsi verbal
lanjut Screening HiPothYroid

Kematian anak balita termasuk otopsi verbal



3. Kunjungan rumah tindak lanjut Sueening Hipothgroid. Kongenital
(sHK)

4. Pernantauan Kesehatan anak batita dan pra sekolah ( Pengukuran
pertumbuhan, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A,
imunisasi dasar lengkap )

5. Surveilance dan pelacakan gizi buruk
6. Pemberian PMT penyuluhan / PMT pemulihan

D. UPAYA KESEHATAN ANAK USIA SEKOI"AH DAN REMAJA
1. Pembinaan usia sekolah, UKS / dokter kecil
2. Penjariagan peserta didik ( kelas 1, 7, LO )
3. Pemeriksaan berkala peserta didik
4. Pemberian tablet tambah darah (TTD) untuk remaja putri
5. Bulan imunisasi anak sekolah
6. Pembinaan kesehatan di Panti / LKSA / Karang Taruna / Rema,ja

di tempat ibadah

E. IMUNISASI
1. Imunisasi Dasar Lengkap : Imunisasi Dasar l,engkap Termasuk

Introduksi Vaksin Baru, Penggantian Vaksin tOPV menjadi bOPV
a. Pendataan sasararl

o Validasi data hasil calmpan imunisasi
o Surveilans KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi)

b. Peningkatan kapasitas SDM (kesehatan dan non kesehatan)
. Peningkatan kapasitas petugas pemberi pelayanan imunisasi

: introduksi vaksin baru, surveilans / investigasi KIPI, teknis
pelayanan imunisasi, strategi komunikasi, dan lain-lain
sesuai kebutuhan di lapangan

o Peningkatan kapasitas kader imunisasi : peningkatan
kapasitas kader dalam berkomunikasi dengan kelompok
sasaran, pelaksanaan imunisasi, sistem pencatatan dan
pelaporan, dan lain-lain sesuai kebutuhan di lapangan.

c. Advokasi, sosialisasi dan koordinasi
r Advokasi / sosialisasi / lokakarya dengan lintas program

dan lintas sektor terkait program imtrnisasi dasar
o Rapat koordinasi ( Internal program dengan lintas program

maupun lintas sektor )
d. KIE

Media KIE sederhana : pencetakan leaflet, poster, flyer,
spanduk, banner

e. Pemberdayaan masyarakat forum komunikasi imunisasi dan
masyarakat peduti imuaisasi

f. Pelayanan imunisasi
Pelaksanaan pelayanan imunisasi dasar di Pos Pelayanan
Imunisasi ( Posyandu, hrskesmas, Poskesdes, Polindes, Pos
Pelayanan Lainnya yang ditentukan) dan kunjungan rumah jika

termasuk sweeping imunisasi dan DOFU (Drop Out



2.

g. Distribusi Sarana dan Prasarana Pelayanan Imunisasi (vaksin,
ADS, dan safety box)

Imr.misasi Lanjutan : DPT-HB-Hib, Campak, BIAS (Campak, DT,
Td) dan TT
a. Pendataan Sasaran

o Surveilans KIPI ( Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi )

o Validasi Data hasil cakupan imunisasi
b. Peningkatan Kapasitas SDM (kesehatan dan non kesehatan)

o Peningkatan kapasitas petugaspemberi pelayanan imunisasi
untuk mendukung kegiatan imunisasi lanjutan pada batita,
anak usia sekolah dan wanita usia subur meliputi :

sunreilans / investigasi KIPI, teknis pelayanan imunisasi dan
strategi komunikasi

r Peningkatan kapasitas kader imunisasi dalam
berkomunikasi dengan kelompok sasaran, pelaksanaan
imunisasi, sistem pencatatan dan pelaporan dan lain-lain
sesuai kebutuhan di Iapangan untuk mendukung kegiatan
imunisasi lanjutan pada batita, anak usia sekolah dan
wanita usia srrbrrr (sesuai kebutuhan di lapangan)

c. Advokasi / sosialisasi / dan koordinasi
o Advokasi / sosialisasi / lokakarya dengan lintas program

dan lintas sektor terkait program imunisasi lanjutan
r Rapat koordinasi (internal program dengan lintas program

maupun lintas sektor)
d. KIE

Media KIE : pencetakan lea-flet, poster, flyer, spanduk, banner
e. Pemberdayaan masyarakat Forum komunikasi imunisasi dan

masyarakay peduli imunisasi
f. Pelayanan imunisasi

Pelaksanaan imunisasi lanjutan di pos pelayanan imunisasi
{Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, PAUD, Sekolah,
Pos pelayanan lainnya yang ditentukan dan kunjungan rumah
jika diperlukan)

g. Distribusi sarana dan prasar€tna pelayanan imunisasi (vaksin,
ADS dan safety box)

Pelaksanaan Pekan Imunisasi nasional, Crash Program, backlog
Iighting, dan imunisasi dalam rangka penanganan KLB (outbreak
re spott imunizatton /ORI)
a. Pendataan Sasaran

o Surveilans KIPI ( Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi )
o Validasi Data hasil cakupan imunisasi

b. Peningkatan I(apasitas SDM (kesehatan dan non kesehatan)
r Peningkatan kapasitas petugas pemberi pelayanan imunisasi

untuk mendukung kegiatan imunisasi tambahan, dalam hal

PARAFfiOORD I ini PIN Polio, Crash Prograrn Canapak, backlq fighfing darl

3.

KSn&. iti&llti

penang€uoan KLB {ORI}



o Peningkatan kapasitas kader imunisasi dalam rangka
mendukung kegiatan imunisasi tambahan, dalam hal ini PIN
Polio, Crash Program Campak, backlq fighfing dan
penanganan KLB (ORI)

Advokasi / sosialisasi / dan koordinasi
o Advokasi / sosialisasi / lokakarya dengan lintas program

dan lintas sektor terkait program imunisasi tambahan
. Rapat koordinasi (internal program dengan lintas prograrn

maupun lintas sektor)
KIE
Media KIE : pencetakan leaflet, poster, flyer, spanduk, banner
Pemberdayaan masyarakat Forum komunikasi imunisasi dan
.rnasyarakay ped uli imunisasi
Pelayanan imunisasi
Pelaksanaan imunisasi lanjutan di pos pelayanan imunisasi
(Posyandu, Puskesmas, Poskesdes, Polindes, PAUD, Sekolah,
Pos pelayanan lainnya yang ditentukan dan kunjungan rumah
jika diperlukanf

g. Distribusi sarana dan prasarana pelayanan imunisasi (vaksin,
ADS dan safety box)

UPAYA KESEHATAN REPRODUKSI
1. Penyuluhan, orientasi sosialisasi, kesehatan reproduksi termasuk

keluarga berencana
2. Pembinaan
3. Pendampingan Kasus Korban KtPIA

UPAYA KESEHATAN USIA LANJUT
1. Pendataan Pra Lansia dan Lansia
2. Pelayanan Lanjut Usia di Posbindu, Posyandu Lansia
3. Pemantauan Lansia resiko tinggr

UPAYA KESEHATAN LINGKUNGAN
1. Inspeksi kesehatan lingkungan untuk tempat-tempat umum,

tempat pengelolaan makanan dan sarana air minum
2. Pemeriksaan kualitas air minum. Makanan, udara, bangunan,

pemeriksaan terdiri dari pengambil sampel
3. Orientasi natural lea.der STBM, penjamah makanan, kader kesling

lainnya
4. Pemberdayaan masyarakat melalui pemicuan STBM, Implementasi

HSP di Rumah Tangga dan Sekolah, Rencana Pengamanan Air
Minum di komunal, MPAPHAST di komunitas pasar ralgrat,
sekolah dan hotel serta bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya

5. Pembinaan pasca pemberday€ran termasuk verilikasi desa yang
melaksanakan STBM, desa SBS dan TTU, TPM yang memenuhi
syarat

c.

d.

e.

F.

G.

H.
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I. UPAYA PROMOSI KESEHATAN

1. Penyegaran/refreshing, orientasi kader kesehatan dalam upaya
kesehatan secara terpadu

2. Penyuluhan kelompok, pen5ruluhan massal tentang program
kesehatan

3. Survey Mawas Diri, Musyawarah Masyarakat Desa
4. Advokasi tingkat desa, kecamatan bidang kesehatan
5. Penggerakan keluarga/Masyarakat untuk rnendukung program

kesehatan
6. Pembinaarl I pendampingan masyarakat, kelompok masyarakat
7. Penggalangan dukungan masyarakat, lintas sektor, dunia usaha

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PEIVYAKIT MENULAR
I.ANGSUNG (ANTARA LAIN : TB, HTV/AIDS, IMS, HEPATITIS, DIARE,
TIPHOID, ISPA / PNEUMONIA, KUSTA, FRAMBUDSIA DLL}
1. Sosialisasi dan Penyuluhan

a. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya

b. Orientasi kepada kader kesehata.n
2. Penemuan dan Pencegahan Dini Secara Aktif

a. Penemuan kasus secara dini
b. Pelacakan kasus kontak
c. Pemberian obat pencegahan (Individu atau massal)
d. Kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana kasus
e. Pengambilan dan pengiriman spesimen
f. Pendampingan
g. Deteksi dini HIV/AIDS, TB, Hepatitis pada ibu hamil dan

populasi berisiko
h. Pendataan sasaran

3. SKD KLB
a. Verifikasi rrmor dugaan KLB
b. Penanggulangan KLB
c. Pengarnbilan dan pengiriman spesimen
d. Mapping masalah

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR
VEKTOR DAN ZOONOTIK (ANTARA LAIN : MALARIA, DBD,
CHIKUNGUI{YA, JAPANESE ENCHEPHALITIS, F'ILARIASIS,
SCHISTOSOMIASIS, KECACINGAN, RAEIIES, ANTRAX, FLU BURUNG,
LEPTOSPIROSIS, PES, TAENIASIS, F" BUSKI, PEI\TYAKIT ZOONOSA
LAINI{YA, DLL)
1. Sosialisasi dan Penyuluhan

a. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku
kepentingan lainnya

b. Orientasi kepada kader kesehatan
2. Penemuan dan Pencegahan Dini Secara Aktif

Penemuan kasus secara dini / penyelidikan epidemiologi (

termasuk Mass Blood Suryei (MBS)/ Mass Feyer Survei (MFS)
Pelacakan kasus kontak

J.

K.
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c. Pemberian obat pencegahan (individu atau massal), termasuk

BELKAGA
d. Kunjungan mmah untuk follow up tatalaksana kasus
e. Pengambilan dan pengiriman spesimen (termasuk sediaan darah)
f. Pendampingan
g. Sweeping dan skrining pada ibu hamil dan populasi berisiko
h. Pendataan sasaran
i. Penangaaan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan

massal lilariasis
SKD KLB
a. Verilikasi rumor dugaan KLB
c. Penanggulangan KLB
d. Pengarnbilan dan pengiriman spesimen
e. Mapping masalah
Pencegahan Faktor Risiko Penular Penyakit
- Distribusi kelambu

PENGENDALIAN VEIffOR
1" Pemetaan dan Deteksi Vektor

a. Pemberian obat pencegahan (individu atau massal), termasuk
BELKAGA

b. Kunjungan rumah untuk follow up tatalaksana kasus
c. Pengambilan dan pengiriman specimen (termasuk sediaan

darah)
2. Intenrensi Pengendalian Vector Terpadu

Pendampingan
Sweeping dan skrining pada ibu hamil dan populasi berisiko
Pendataan sasaran
Penanganan kejadian ikutan akibat pemberian obat pencegahan
massal filariasis

3. Sosialisi dan Pembentukan Kader Pengendalian Vektor
a. Sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat
b. Pembentukan dan pelatihan kader pemantauan atau

pengendalian vektor

M. UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PEI{YAKIT TIDAK
MENULAR
1. Sosialisasi dan Penyuluhan

a. Penyuluhan dan sosialisasi penyakit tidak menular kepada
masyarakat dan pemangku kepentingan

b. Penguatan Forum Komunikasi masyarakat desa / kelurahan
c. Orientasi kepada kader kesehatan

2. Deteksi Dini dan Tindak Lanjut Dini
a. Pengukuran dan pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak

menular di Posbindu Penyakit Tidak Menular
b. Kunjungan rumah

pmgan

3.

4.

a,
b.
c.
d.

Penyakit Tidak Menular di Masyarakat



3. Upaya Berhenti Merokok
Pemantau€rn penerapan Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah

N. SURVEILANS DAN RESPON KE"IADIAN LUAR BI.ASA (KLB)
1. Surveilans Penyakit dan Masalah Kesehatan datam Rangka

Kewaspadaan Dini KLB
a. Surveilans rutin PD3I tertentu (campak, difteri, pertusis, TN)
b. Pengambilan dan pengiriman specimen
c. Verilikasi rumor masalah kesehatan
d. Pencatatan dan pelaporan serta analisis data
e. Suweilans berbasis kejadian ( penyakit infeksi emerging, d11)

2. Penyelidikan Epidemiologi KLB
a. Pertemuan koordinasi
b. Pelaksana€rn penyelidikan
c. Evaluasi hasil penyelidikan epidemiologi
d. Diseminasi informasi

3. Pengendalian KLB Penyakit, Situasi Khusus Bencana
a. Surveilans kontak
b. Pengendalian faktor risiko pada situasi khusus dan dampak

bencana
c. Komtrnikasi risiko pengendalian KLB dan dampak bencana

O. UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN
JIWA DAN NAIZA
1. Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza

a. Deteksi dini masalall kesehatan jiwa dan rra:pza antaralain :

garlgguan depresi dan cemas, gangguan psikotik,
penyalahgunaan nlap?a, (Alkohol dan Zat psikotik lainnya),
ide/pikiran bunuh diri, masalah keswa lainnya

b. Sosialisasi dan penyuluhan KIE keswa dan Napza pada
rnasyarakat dan pemangku kepentingan tentang antara lain :

Gangguan depresi dan cemas, gangguan psikotik,
penyalahgunaan Napza (Alkohol dan zat psikoaktif lainnya),
pencegahan pemasungan, pencegahan bunuh diri

2. Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza
a. Pendampingan penderita gangguan jiwa dan napza antara lain :

gangguan depresi dan cemas, gangguan psikotik,
penyalahgunaan n;ap?a, (alkohol dan zat psikoaktif lainnya), dan
rnasalah keswa lainnya

b. Kegiatan dalam rangka bebas pasung dan pencegahan bunuh
diri antara lain :

r Sweeping I pencarian kasus,
r Penemuan kasus secara dini, konseling, pemberian obat

pencegahan kekambuhan dalambentuk pendampingan dan
kunjungan rumah



II.

P. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN LAINI{YA
L. Pelayanan Kesehatan Kerja

a. Pendataan sasaran (TERPADU)
b. Pemeriksaan tempat kerja dan pekerja
c. Pembinaan dan pemantauan kesehatan kerja
d. Sosialisasi, orientasi kesehatan kerja

2. Pelayanan Kesehatan Tradisional
a. Pembinaan daa pemantauan kesehatan tradisional
b. Sosialisasi, orientasi kesehatan tradisional alternatif dan

komplementer
3. Pelayanan Kesehatan Olahraga

a. Pemeriksaan kebugaran
b. Pembinaan kesehatan olahraga
c. Sosialisasi, orientasi kesehatan olahraga

4. Pelayanan Kesehatan Lainnya Termasuk Lokal Spesifik

RINCIAN KEGIATAN PEMANFAATAN BOK UNTUK DUKUNGAN
MANAJEMEN DI PUSKESMAS
A. Pengelolaaa Keuangan Puskesmas

1. Pemberian honor pengelola keuangan BOK di Puskesmas
2. Dukungan Administrasi

B. Manajemen Puskesmas
1. Penyusunan perencanaan Puskesmas / Penyusunan POA
2. Lokal<arya mini puskesmas bulanan / *ibulanan
3. Evaluasi / penilaian kinerja
4. Rapat-rapat lintas program dan lintas sektoral

C. Penyediaan Bahan Habis Pakai
1. Pembelian ATK
2. Fotocopi / Wnggandaan form keluarga sehat

D. Pembelian Bahan Habis pakai Pelayanan Promotif dan Preventif
1. Pembelian reagen, stik test cepat
2. Penggandaan media promosi kesehatan
3. Supervisi, konsultasi, fasilitasi, monitoring
4. Penggandaan format latrroran, instrument

E" Konsultasi, Pembinaan Teknis
1. Konsultasi ke kabupaten / kota
2. Pembinaan teknis ke jaringan, jejaring, UKBM, institusi

F. Sistem Informasi
1. Penggandaan latrroran
2. Pengiriman laporan
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m. RINCIAN KEGIATAN PEMANFAATAN BOK UNTUK DUKUNGAN

MANAJEMEN DI DINAS KESEHATAN
A. Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja

1. Honor satker sesuai peraturan yang berlalm
2. Dukungan administrasi antara lain ATK, Penggandaan
3. Rapat-rapat f pertemuan termasuk honorarium pelaksana

kegiatan
4. Konsultasi

B. Pembinaan Teknis
1. Rapat-rapat, pertemuan teknis program
2. Pembinaan teknis
3. Konsultasi
4. Honor ttrla teknis (PPTK dan staf PPTK) sesuai peraturan yang

berlaku

PERMINTAAN DAN PENCAIRAN DANA BOK
Prosedur permintaan dan pencairan dana Bantuan Operasional
Kesehatan Tahun Anggaran 2016 mengacu pada sistern dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah kabupaten Natuna.

V. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
A. RUANG LINGKUP PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan den evaluasi Dana Alokasi Khusus mencakup kinerja
program, kinerja fisik dan kinerja keuangan. Lingkup pemantauan
dan evaluasi meliputi :

1. Kesesuaian antara kegiatan DAK Bidang Kesehatan dengan usulan
kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)

2. Kesesuaian pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA-
SKPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan

3. Realisasi waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran pelaksanaan
dengan perencanaan

4. Evaluasi pencapaian kegiatan DAK berdasarkan input, proses dan
output.

5. Evaluasi pencapaian target program prioritas nasional bidang
kesehatan sesuai dengan target unit teknis, RKP 2016 dan Renstra
Kemenkes 2O15-2O19.

B. TATA CARA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. Pengiriman laporan secara berjenjang sesuai format dan waktu

yang telah ditetapkan
2. Pelaksaraaan DAK Non F'isik Bantuan Operasional Kesehatan,

maka pelaporan capaian indikator program (RKP Tahun 2O16 dan
Renstra Kemenkes Tahun 2015-2019) menggunakan format

rutin program sesuai Panduan Umum Sistem Pencatatan
Pelaporan Terpadu (SP2TP) Puskesmas. Puskesmas

IV.

laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten, kemudian
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Dinas Kesehatan Kabupaten meneruskan ke Dinas Kesehatan
Provinsi untuk selanjut nya diteruskan ke Kementrian Kesehatan.

3. Review atas laporan ya.ng diterima secara berjenjang. Review
dilakukan untuk mencermati laporan yang telah masuk dan
rnelihat kembali perkembangan pelaksanaan di lapangan. Hasil
review menjadi dasar untuk umpan balik kepada daerah.

C. UNIT PELAKSANA PEMANTAUAN DAN EVALUASI
1. Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh organisasi pelaksana dan

atau tim koordinasi di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten /
kota sesuai dengan petunjuk teknis dalam Surat Edaran Bersama
(SEB) Menteri Negara PPN / Kepala Bappenas, Menteri Keuangan
dan Menteri Dalam Negeri Tahun 2OOe

2. Pemantauan dan evaluasi capaian indikator program dilakukan
secara terpadu disetiap jenjang administrasi.

D. PELAPORAN
1. Umum

a. Ketrrala Puskesmas rnelaporkan pelaksanaa.n kegiatan DAK Non
Fisik Bantuan Operasional Kesehatan meliputi jenis kegiatan,
lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan realisasi fisik kepada
Dinas Kesehatan Kabupaten, paling lambat 3 hari setelah
triwulan selesai (Maret, Juni, September, Desember).

b. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten melaporkan pelaksanaan
kegiatan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan
rneliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, realisasi keuangan dan
realisasi lisik kepada Dinas Kesehatan Provinsi, paling lambat 7
hari setelah triwulan selesai (Maret, Juni, September,
Desember).

2. Jenis Pelaporan
a. Laporan triwulan yang memuat jenis kegiatan, lokasi kegiatan,

realisasi keuangan, realisasi fisik dan permasalahan dalam
pelaksanaan, yang disampaikan selambat-lambatnya 7 hari
setelah akhir trinrulan berakhir.

b. Laporan Penyerapan DAK disampaikan kepada Menteri
Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
pelaksanaan dan Pertanggung jawaban Anggaran transfer ke
daerah yang berlaku.

c. Laporan rutin bulanan capaian program (sesuai indikator
Renstra 20 15-2019 dan RKP Tahun 2OL6l, dengan
menggunakan format, mekanisme dan ketentuan yang sudah
ditetapkan.

d. Laporan tahunan yang memuat hasil kinerja satu tahun
meliputi : realisasi keuangan, realisasi fisik, capaian progrann,
disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten kepada Kementerian
Kesehatan {cq Sekretariat Jenderal} pada minggu l6stiga bulan
Januari tahun berikutnya.

Daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat
kegiatan dan penggunaan DAK kepada :
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4.

a. Menteri Kesehatan
b. Menteri Dalam Negeri
c. Menteri Keuangan
Alur Pelaporan
a. Pelaksana"an di Puskesmas

Kepala Puskesmas menyampaikan laporan rutin bulanan
capaian program sesuai indikator kepada Dinas Kesehatan
I(abupaten setiap tanggal 5 bulan berikutnya.

b. Pelaksanaan di Kabupaten
r Kepala SKPD menyampaikan laporan triwulan kepada

Sekretaris Daerah dan selanjutnya Sekretaris Daerah
melakukan kompilasi laporan SKPD. Bupati menyampaikan
kompilasi laporan SKPD kepada Menteri Keuangan, Menteri
Dalarn Negeri dan Menteri Kesehatan.

. Kepala SKPD Dinas Kesehatan menyampaikan laporan
triwulan dan laporan rutin bulanan capaian program kepada
Dinas Kesehatan Provinsi setiap tanggal 10 bulan
berikutnya.
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C. FORMAT I,APORAIY TATIUITAIY BANTUAIY OPERASIOITAL KESEHATAN

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
I. PENDAHULUAN
il. TUJUAN
III. PEI.AKSANAAN DAK NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL

KESEI{ATAN
A. CAPAIAN PROGRAM
B. REALISASI KEUANGAN

1. KESEHATAN KELUARGA
2. GIZI MASYARAKAT
3. PROMOSI KESEHATAN
4. PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PEI{YAKIT

MENUI.A,R DAN TIDAK MENULAR
5. PEI{YEHATAN LINGKUNGAN
6. MANAJEMEN
7. I"AIN-I.AIN

PERMASAI,AHAN
KESIMPULAN DAN SARAN

IV.
V.

\-
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